
a. bahwa untuk menyesuaikan dengan penomoran 

rekening pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa . 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83); 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas 
Nomor 23 Tahun 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dal 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Ten tang Penyelenggaraan Penanggulang 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesi 
Tahun 2008 Nomor 42); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 200 
Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantu 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesi 

Tahun 2008 Nomor 43); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undan 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lem bar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 
123, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diub 
beberapa kali terakhir Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2019 ten tang Perubahan kedua ata 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 
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Ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negar 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 

Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali I 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerin 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedu 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggar 
Pendapatan dan Belanja Negara( Lembaran Negar 
Republik Indonesia Tahun 2016 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 
Nomor 5864); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentan 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peratur 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub · 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 11 

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentan 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dal 
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tab 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Des 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 
Nomor 2091); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Des 
se bagaimana telah diu bah dengan Peratur 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 201 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menter 
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentan 
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Pemilihan Kepala Desa; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tah 

2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa ( Beri 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 

2094); 
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tah 
2015 Ten tang Pendirian, Pengurusan D 
Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha M" · 

Desa (Berita Negara 
2015 Nomor 296); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah 
2015 tentang Pembentukan Prociuk 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tah 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diub 
dengan Peraturan Menteri Dalam 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hu 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tah 
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhenti 
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesi 
Tahun 2016 Nomor 4) sebagimana telah diub 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 
Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peratur 
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 201 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepal 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tah 
2017 Nomor 1222); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahu 
2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhenti 
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesi 
Tahun 2016 Nomor 5) sebagimana telah diub 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 
Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peratur 
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 201 
tentang Pengangkatan dan Pemberhenti 
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Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan ti 
Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan ~ 
Wonogiri tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) diubah sebagai m a 
terlampir. 

Pasal I 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPI 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 31 TAHUN 20 9 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

MEMUTUSKAN: 

Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1223); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Berita Negara Republi 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tah 
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negar 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Kerja Sama d 
Bidang Pemerintahan Desa (Berita 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahu 
2016 tentang Badan Permusyawaratan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 89); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahu 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Beri 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 
611); 

25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 201 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daer 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31); 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
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HARYONO 
SERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 39 

Cap.ttd 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

JOKO SUTOPO 

Cap. ttd 

SUPATI WONOGIRI, 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 3 Juli 2020 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 3 Juli 2020 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daer 
Kabupaten Wonogiri. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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